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PRESIDEN Joko Widodo sudah se-

minggu lalu melantik Dito Ariotedjo seba-

gai Menteri Pemuda dan Olahraga

(Mempora) untuk menggantikan Zainul

Amali yang mengundurkan diri. Dito

menjadi salah satu menteri termuda

yang dimiliki dalam sejarah Indonesia.

Saat dilantik, Dito masih berusia 32

tahun. Sebelum Dito, ada nama Setiadi

Reksoprodjo,  Menteri Penerangan ber-

usia  25 tahun. Dia menepati posisinya

pada 1947. Ada Supriyadi sebagai

Menteri Keamanan Rakyat 1945, saat

berusia 22 tahun.

Upaya Joko Widodo untuk mem-

berikan tempat bagi anak muda untuk

berkontribusi bagi bangsa patut diacungi

jempol. Namun, ada beberapa catatan

penting yang perlu diperhatikan terkait

penunjukkan ini.

Dalam politik di Indonesia, menteri

bukan hanya berasal dari kalangan pro-

fesional, namun dapat berasal dari partai

politik. Dito merupakan aktivis muda

dari Partai Golkar. Pernah menjadi

Ketua Umum Angkatan Muda Pemba-

haruan Indonesia (AMPI) yang meru-

pakan sayap Partai Golkar. Dia pun

merupakan staf ahli Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian.

Tokoh yang digantikannya, Zainul Amali,

merupakan kader partai Golkar. Sehing-

ga dapat dikatakan, Dito merupakan

‘titipan’ dari Partai Golkar. Disinilah

pangkal masalahnya. Sosok Dito menjadi

tidak spesial. Bungkusnya saja anak mu-

da. 

Harus Membuktikan

Untuk menampik kecurigaan, Dito

harus membuktikan jati diri yang

sesungguhnya. Dia wajib menunjukkan

kapasitas dan kredibilitasnya sebagai

anak muda yang kreatif dan inovatif.

Pola pikir anak muda yang out of the box

dalam mengatasi berbagai persoalan per-

lu dikedepankan. Khususnya saat

mengambil kebijakan yang berhubungan

dengan urusan pemuda dan olahraga. 

Berbagai carut marut persoalan kaum

muda saat ini perlu ditangani Dito secara

menyeluruh. Begitupun dalam hal pem-

binaan dan prestasi olahraga, perlu di-

lakukan perbaikan besar-besaran agar

bangsa ini mampu terus menorehkan

prestasi. Hal lain yang tidak boleh dilu-

pakan, masalah kerusuhan dan kekeras-

an yang kerap hadir dalam dunia olahra-

ga di Indonesia.

Selain menghadapi berbagai masalah

yang berhubungan dengan tugasnya,

Dito pun akan menghadapi tantangan

lain. Sebagai anak muda, akan banyak

pihak yang mencibirnya karena meng-

anggap Dito sebagai bocah bau kencur

yang belum berpengalaman mengatur

negara. Dia pasti akan dipandang sebe-

lah mata.

Dengan masa kerja relatif lebih pendek

dibandingkan dengan menteri-menteri

yang diangkat sebelumnya,  Dito harus

membuka diri untuk menerima ma-

sukkan dari pihak-pihak yang berpenga-

laman (khususnya dari orang-

orang di kementeriannya).

Berbagai hal baik yang telah di-

lakukan tinggal diteruskan dan

ditingkatkan. Di sisi lain, Dito per-

lu mengkritisi dan memformu-

lasikan ulang kebijakan-kebi-

jakan di kementeriannya yang

belum berjalan dengan efektif.

Presiden Jokowo, sebagai atasan-

nya, diharapkan mampu meng-

arahkan agar Dito bekerja dengan

optimal dan melindunginya dari

kepentingan-kepentingan prag-

matis yang mungkin men-

gelilinginya. 

Kita berharap, kehadiran Dito

mampu menjadi tonggak sejarah

bagi kepemimpinan kaum muda

di Indonesia. Dia memikul tang-

gung jawab besar untuk menyam-

paikan pada khalayak bahwa anak muda

layak diberi amanah untuk mengelola

negara. Belajar dari peristiwa sebelum-

nya, banyak contoh menteri-menteri

yang berhasil menjalankan tugasnya dan

memberi legasi yang baik untuk rakyat

Indonesia. 

Memberi Kontribusi

Namun, banyak pula menteri-menteri

yang sekadar menjadi pemanis kabinet

dan belum memberi kontribusi signifi-

kan. Bahkan ada juga menteri yang men-

jadi beban dan justru memperbanyak

masalah, mengambil kebijakan dengan

sewenang-wenang tanpa mempertim-

bangkan kepentingan publik. Dito wajib

menjadi bagian dari mereka yang bekerja

keras untuk kepentingan masyarakat. 

Fenomena kepemimpinan kaum muda

aemoga terus bergema. Di  masa yang

akan datang, diharap semakin banyak

anak muda dilibatkan untuk mengelola

bangsa ini.  ❑-d

*) Rachmanto, Kandidat Doktor

Program Studi Kepemimpinan dan

Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana

UGM

THR Antara Hak dan Kewajiban

Rachmanto

Pertamina jamin stok elpiji saat

lebaran.

-- Pasti kebutuhan untuk masak

banyak.

***

OTT KPK jaring pejabat perkeretaapi-

an.

-- Teruslah buru para koruptor.

***

Tidak mustahil,mustahik bisa jadi

muzaki.

-- Asal zakat disalurkan ke lembaga

resmi.

Dito dan Kepemimpinan Kaum Muda

TUNJANGAN Hari Raya atau lebih

dikenal dengan THR merupakan hak

yang harus diterima pekerja yang telah

terikat perjanjian hubungan kerja de-

ngan perusahaannya. Acuan pemberian

THR merujuk kepada Permenaker No 6

Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari

Raya Keagamaan bagi pekerja di perusa-

haan. Aturan tersebut memuat kewa-

jiban serta skema pemberian THR oleh

perusahaan kepada pekerjanya baik da-

lam bentuk Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu ( PKWT) dan juga Perjanjian

Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT).

THR Hari Keagamaan diberikan

kepada pekerja sebagai bagian dari

upaya pemerintah mempertahankan

daya beli masyarakat jelang hari raya

berdasar agama yang dianutnya.

Pekerja yang berhak menerima THR

keagamaan dihitung berdasarkan

masa kerja. Setiap pekerja yang memi-

liki masa kerja satu bulan atau lebih

berhak mendapatkan THR keaga-

maan.

Masa Kerja

THR keagaaman juga berlaku bagi

yang sedang melakukan istirahat

melahirkan. Karena istirahat

melahirkan merupakan hak pekerja

yang telah diatur dalam undang un-

dang. Sepanjang sudah memenuhi

masa kerja satu bulan atau lebih keti-

dakhadiran selama istirahat melahirkan

tidak menghilangkan hak mendapatkan

THR. Ketentuan pembayaran THR juga

telah diatur secara rinci, THR harus diba-

yarkan oleh perusahaan tempat mareka

bekerja paling lambat H-7 sebelum

lebaran,  pembayaran THR tidak boleh

ditunda serta dicicil.

Permenaker No 6 Tahun 2016 meng-

atur besaran THR yang harus diba-

yarkan perusahaan pada setiap peker-

janya. Bagi pekerja yang mempunyai

masa kerja 12 bulan secara terus

menerus atau lebih  mareka berhak men-

dapatkan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan pekerja yang bermasa kerja

minimal 1 bulan  secara terus menerus

tetapi kurang dari 12 bulan diberikan

THR proporsional, Cara menghitungnya

jumlah masa kerja di bagi 12 bulan dikali

1 bulan upah.

Pada 28 Maret 2023 Kementerian

Tenaga Kerja mengeluarkan Surat

edaran terkait pelaksanaan pemberian

THR, Surat Edaran No.

M/2/HK.04.00/III/2023 tentang

Pelaksanaan  Pemberian Tunjangan Hari

Raya Keagamaan. Disana dijelaskan

kentuan apabila ada perusahaan yang

mempunyai aturan pemberian THR yang

besarannya lebih baik dari aturan yang

dibuat pemerintah.  Pembayaran THR

dapat dilaksanakan berdasarkan aturan

tersebut dengan prinsip keadilan dan ke-

setaraan.

Posko Aduan

Angin segar terkait pengawalan THR

datang dari Gubernur DIY. Ditegaskan,

bahwa pembayaran THR di DIY harus

sudah dibayarkan H-7 sebelum hari raya.

Dan tidak boleh dicicil perusahaan harus

menjalankannya dengan maksimal ter-

lebih saat ini kondisi ekonomi sudah mu-

lai pulih. Dan DIY telah membuka posko

aduan bagi pekerja yang tidak menerima

hak-nya. Pengaduan bisa dilakukan de-

ngan  mengunjungi  jogjaprov.go.id/peng-

aduan.

Pengaduan akan dijadikan bahan eval-

uasi penyaluran THR. Pelanggaran akan

mendapat sanksi seperti dalam  PP

Nomor 36 Tahun 2021 Tentang

Pengupahan. Walaupun sanksi bisa

menjadi bumerang juga bagi para

pekerja. Perusahaan tempat mareka

bekerja dibekukan oleh pemerintah

karena tidak memenuhi kewajibannya

terkait THR.

Semua pekerja tentu berharap agar

perusahan tempat mareka bekerja da-

pat menjalankan apa yang telah diatur

Kementerian Tenaga Kerja. Kemajuan

perusahaan juga tidak bisa dilepaskan

dari peran serta pekerja. Karenanya,

sudah sepatutnya  pemilik perusahaan

menempatkan pekerja pada bagian ter-

penting dari maju mundurnya perusa-

haan.

THR yang didapat para pekerja da-

pat membuat pekerja lebih merasa me-

miliki serta semangat untuk bekerja.

Di samping itu THR juga dapat digu-

nakan sebagai dana tambahan keluarga

dalam menyambut hari raya.   ❑-d

*) Alfian Dj, Staf Pengajar Muallimin,

Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP

Muhammadiyah

Alfian DjPersiapkan Mudik dengan Baik
LEBARAN masih seminggu

lagi, namun suasana mudik su-
dah terasa. Meski cuti bersama
lebaran bagi para ASN  baru
akan dimulai Rabu 19 April ming-
gu depan, juga sudah banyak
orang yang mudik, khususnya
dari kalangan karyawan swasta,
yaitu pulang dari tempat peran-
tauan. Hanya saja paling banyak
pemudik datang dari Jakarta,
ibukota negara yang setiap
tahun selalu diserbu perantau.
Mereka pulang menyebar ke
berbagai daerah, terbanyak  ke
berbagai daerah di Jawa Timur
dan Jawa Tengah.
Bahkan pada libur lebaran

tahun ini jumlah pemudik ber-
tambah jauh lebih banyak. Kalau
jumlah pemudik pada Lebaran
2021 hanya sekitar 1,5 juta
orang, kemudian tahun 2020,
saat pandemi, jumlah pemudik
tercatat sekitar 297.000 orang
dan lebaran 2022 sekitar 85 juta
pemudik, maka dengan dibuka-
nya kelonggaran mobilitas ma-
syarakat Kementerian Perhu-
bungan memprediksi, jumlah pe-
mudik pada Lebaran 2023 ini
mencapai 123,8 juta orang,
hampir dari separuh penduduk
Indonesia. Jumlah ini mengalami
peningkatan 47% secara nasio-
nal dibanding tahun sebelum-
nya. Artinya, mereka semua
harus dilayani dengan baik, se-
hingga bisa sampai kampung
halaman dengan, lancar, aman
dan nyaman. Begitu juga saat
balik nanti.
Tak heran kalau dari Presiden

Jokowi hingga jajaran terkait fa-
silitas pemudik harus kerja eks-
tra keras untuk menyiapkan ber-
bagai fasilitas yang dibutuhkan,
baik infrastruktur jalan maupun
pendukungnya, juga sarana-
sarana transportasi, baik darat
laut maupun udara.Antara lain
jalan tol yang pembangunannya
belum sempurna mulai di-
fungsikan, begitu juga fasilitas
dermaga di pelabuhan-pela-

buhan penyeberangan. Presiden
Jokowi juga menyempatkan diri
meninjau sarana-sarana mudik.
Selain sarana dan prasarana

mudik yang memang harus be-
nar-benar dipersiapkan secara
baik, tarif angkutan mudik juga
mesti diperhatikan. Dalam hal
ini, para pengusaha pemilik ar-
mada angkutan umum tidak
boleh memanfaatkan kesem-
patan untuk mendapatkan lebih
banyak keuntungan. Boleh saja
menaikkan tarif angkutan karena
sedang banyak dibutuhkan ma-
syarakat, tetapi tidak boleh se-
maunya. Harus tetap sesuai ke-
tentuan yang ada. Karena itu
pengawasan terhadap tarif ang-
kutan juga perlu,termasuk peng-
awasan terhadap ulah para calo.
Selain menggunakan moda

transportasi umum, tidak sedikit
pemudik yang menggunakan
sarana transportasi pribadi, khu-
susnya mereka yang mudik
bersama keluarga.Karena itu
jalan tol trans Jawa diperkirakan
akan menjadi infrastruktur men-
galirnya pemudik. Para pemudik
yang menggunakan kendaraan
pribadi,harus dipastikan kenda-
rannya betul-betul laik jalan.
Karena itu sebelum berangkat
harus diservis terlebih dahulu.
Namun begitu, di titik-titik terten-
tu sepanjang jalur balik, pihak-pi-
hak terkait juga perlu menyiap-
kan fasilitas servis kendaraan,
untuk mengantisipasi hal-hal
yang tidak diinginkan, termasuk
di kompleks-kompleks rest area
sepanjang jalan tol.Juga petugas
patroli di sepanjang jalan tol.
Dengan begitu kalau ada ken-
daraan pemudik bermasalah
bisa cepat diatasi.
Pendek kata, mudik yang

merupakan tradisi baik di
Indonesia ini harus berjalan baik
pula. Harapannya, semua pe-
mudik bisa pulang kampung dan
bertemu sanak saudara dengan
hati senang dan gembira setelah
lama tak jumpa.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com
dengan panjang tulisan antara 535  - 575
kata, dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Tingkatkan Pengawasan Makanan Kedaluwarsa
SELAIN razia mercon, aparat

tampaknya juga perlu kian rajin
melakukan melakukan razia
makanan kedaluwarsa. Karena ke-
khawatiran akan dijualnya makan-
an kedaluwarsa tetap ada. Bisa jadi
semua ini terjadi tidak ada unsur ke-
sengajaan namun juga mungkin
karena ketidaktahuan atau ketidak-
telitian. Mungkin karena ramainya
order sehingga terjadi keku-
rangtelitian
Apapun alasannya, tentu hal itu

tidak bisa dibenarkan. Karenanya
pengawasan makanan kedaljuwar-
sa tetap perlu dilakukan. Karena hal
ini sangat berbahaya bagi masyara-
kat konsumen. Bisa menyebabkan
keracunan bahkan juga kematian.
Jika hal ini sudah dilakukan, kami

mengapresiasi. Namun hendaknya
tidak sekadar untuk kepentingan pu-
blikasi semata. Pengawasan me-
mang perlu dilakukan secara rutin
menjaga kesehatan masyarakat.❑-d

*) Aris, Gantiwarno Klaten 

MEDIA di Yogya beberapa kali
menayangkan pemberitaan menge-
nai akan hadirnya 5-6 juta juta pe-
mudik di DIY. Ini informasi yang
menarik dan semoga memberikan
kesejahteraan warga. Karena saya
yakin, pemudik tentu juga akan
membelanjakan uang. Dan selama
ini seringkali ada imbauan agar peda-
gang ‘tidak nuthuk’ harga. Bahkan
imbauan juga disampaikan pada
tukang parkir, tukang becak/andong .

Namun bagaimana dengan kesi-
apan pemerintah untuk menyiap-
kan jalan yang baik, dalam arti tidak
bergelombang, terkurangi lubang
yang ada dan lainnya. Juga
bagaimana persiapan lokasi parkir
alternatif, transportasi substitusi dan
lainnya? Semoga yang ini juga disi-
apkan dengan baik dalam
menyambut pemudik.  ❑-d

*) Nugroho MSc, Umbulharjo
Kota Yogya

Perlu Siapkan Diri Sambut Pemudik


